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ABSTRAK 
ILHAM UTAMA (B11110454) Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kelalaian 
yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus No. 
513/Pid.B/2013/PN.Makassar). Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku 
pembimbing I, dan Ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkankan hilangnya 
nyawa orang lain dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam 
penjatuhan pidana dalam kasus putusan No. 513/Pid.B/2013/PN.Mksr. 
Penelitian dilaksanakan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang 
berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa 
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian 
lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas 
kebenaran materiil yang diperoleh dari surat dakwaan, keterangan-
keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam 
proses persidangan. 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum materiil 
dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di 
Indonesia. Dalam putusan No.513/Pid.B./2013/PN.Makassar, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah,yaitu 
keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan 
terdakwa. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan 
disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi 
untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dari bagi masyarakat 
Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memilki kelebihan 
dan kekurangan, dan salah satu kekurangan yang paling sering kita 
ketemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. 
Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya 
perkembangan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang 
pada gilirannya menyebabkan simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal 
ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah kendaraan dan luas jalan yang 
pada akhirnya para pengguna jalan raya semakin tidak nyaman. 
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban 
psikologis sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan 
pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam 
melaksanankan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu 
saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. 
Kelalaian maupun kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap 
memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari 
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bahwa Indonesia adalah negara yang mana para warga negaranya tunduk 
dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. 
Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan 
kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa 
aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai 
hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal 
kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyrakat 
tunduk dan taat pada norma hukum. 
Dalam peristwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah 
dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan 
penuntutan didepan hukum, kejadian yang terjadi haruslah merupakan 
kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi 
merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian 
atau kealpaan. 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu intas (lakalantas) sendiri terjadi 
karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi 
kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, 
misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat 
pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan 
terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang bessar 
terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan 
keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, 
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kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah 
kesalahan pengemudi pada umumnya. 
Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup 
memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Dalam pasal 359, pasal 360, jo 
pasal 361 KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur kelalaian 
tersebut selain hanya menyebutkan sebagai kekurang hati-hatian pelaku. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh 
mengenai delik kealpaan yang menyebebkan korban mengalami kematian 
dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kelalaian yang 
Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus No. 513/Pid.B/2013/ 
PN.Makassar)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dalam 
perkara No.513/Pid.B/2013/PN.Makassar ? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap 
delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dalam 
perkara No.513/Pid.B/2013/PN.Makassar ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana 
materiil terhadap delik kelalaian yang menyebabkan 
matinya orang lain dalam perkara 
No.513/Pid.B/2013/PN.Makassar 
b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum 
hakim terhadap delik kelalaian yang menyebabkan 
matinya orang lain dalam perkara 
No.513/Pid.B/2013/PN.Makassar  
2. Kegunaan Penelitian ini adalah 
a. Penulis mengharapkan agar hasil penulisan ini dapat 
menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan 
pemahaman setiap orang khususnya mahasiswa dalam 
hal hukum pidana terkhusus tentang delik kelalaian. 
b. Penulis juga mengharapkan hasil penulisan ini dapat 
menjadi acuan atau referensi bagi penulis yang tetarik 
membahas hal yang berkaitan dengan segala hal yang 
ada dalam tulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Sebelum penulis membahas masalah tindak pidana kelalaian lalu 
lintas, ada baiknya penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna dari 
tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan menganalisa suatu 
peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup hukum 
pidana, melihat bagaimana aturan dan penerapan hukum. Tinjauan yuridis 
disini berarti Hukum Pidana Materiil. 
Hukum pidana materiil adalah isi atau substansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang Strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan 
tentang syarat-syarat Strafbaarheid (hal dapat dipidananya seseorang), 
penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya; 
hukum pidana materiil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat 
dipidana. 
Menurut van Hattum (P.A.F Lamintang, 1997: 10), Hukum pidana 
materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 
dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang 
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dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum 
pidana yang abstrak.  
Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), 
adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan: 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 
 
B. Delik 
1. Pengertian Delik 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 
kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. 
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Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”, 
dalam Bahasa Perancis disebut delit dan dalam Bahasa Indonesia dipakai 
istilah delik. 
Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak pidana 
dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan “subjek” tindak pidana.  
Begitu sulit memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan 
sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman 
akan istilah strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang 
strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2005:7), tindak pidana 
adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.  
Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 
Undang-undang. 
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2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang 
strafbaarfeit dari 2 (dua) segi, yaitu: 
1. Dari segi teoritis, strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.  
2. Dari segi hukum positif, strafbaarfeit adalah tindak lain daripada 
suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.  
 
Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan 
pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu 
perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan 
sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap 
pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, 
sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni 
dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. 
Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar 
“strafbare feiten” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui 
bahwa tidak satupun dari “strafbare feiten” tersebut yang memiliki sifat-
sifat umum sebagai suatu “strafbaar feit”, yakni bersifat “wederrechtelijk”, 
“aan schuld te witjen” dan “straafbaar” atau yang bersifat “melaggar 
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hukum”,”telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” 
dan “dapat dihukum”.  
Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan oleh pompe 
memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oeh Simons 
tentang strafbaarfeit.  
Simons (Adami Chazawi, 2002:75) memberikan definisi tentang 
strafbaarfeit sebagai: 
Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah 
dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. 
 
Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah membuat 
suatu rumusan yang bersifat umum dari “strafbaarfeit” yaitu: 
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di 
dalamnya. 
 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa 
yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, 
misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya 
menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari 
akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.  
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2. Unsur-Unsur Delik 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan delik apabila delik 
tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun 
perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas 
hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas 
hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang 
sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai 
modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan 
perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang 
sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut: 
1. harus ada perbuatan manusia; 
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005:10) mengemukakan bahwa: 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid) 
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Secara umum unsur-unsur delik dibedakan ke dalam dua macam 
(Tongat, 2006:4) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti 
tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa 
“perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan 
tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan 
yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. 
Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif 
yang beupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana 
materiil. Contoh unsur obyektif yng berupa suatu “akibat” 
adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak 
dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 
338 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur 
obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan 
diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya 
orang. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur 
obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan 
diancam oleh undag-undang adalah keadaan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 
KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” 
adalah tempat umum. 
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya 
(kemampuan bertaggung jawab). 
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b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah 
kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang 
dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila 
dalam diri orang ituu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya 
dank arena juga mengerti akan nilai dari akibat 
perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat menentukan kehendaknya terhdapa 
perbuatan yang ia lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang 
dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang 
oleh undang-undang. 
 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap 
orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini 
adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu 
dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan 
terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5). 
Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
1. Unsur objektif, terdiri atas : 
a. Perbuatan orang; 
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
2. Unsur subjektif, terdiri atas : 
a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
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ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan 
rechtedelicten. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang 
oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya 
sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
3. Jenis-jenis Delik 
Setelah mencoba menguraikan delik dari segi pengertian dan 
unsur-unsur delik, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari delik. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap delik, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari 
tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam “Onrecht”, yang 
mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau “tertib 
hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-
kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah setiap tindakan melawan 
hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-
kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana 
kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut 
Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya mengandung 
sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap 
14 
bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana 
pencurian atau pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten tindakan-tindakan 
yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, 
dalam hal ini peraturan perundang-undangan. 
Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian 
jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia 
hukum.Untuk KUHP kita membagi ke dalm 2 pembagian, yang pertama 
kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) yang terdapat dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana 
lainnya, diantaranya adalah: 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika 
akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau 
hilangnya nyawa seseorang. 
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Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van 
Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku 
yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari 
suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat menyebutnya 
sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang 
dirumuskan secara material. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.Pada dasarnya 
kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk 
(Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu; 
1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn), 
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og 
dolus eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian 
adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu 
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. 
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Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah 
keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada 
akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana 
yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. 
Sementara, Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), 
“adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan 
atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, 
penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang 
memiliki kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, 
tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. 
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 
bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative 
klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan 
pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
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berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus.Misalnya tindak pidana pencurian 
dalam keluarga.Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, 
pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga 
merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang 
telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan 
tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak 
disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur 
masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan 
pengaduan.Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat 
(1) KUHP. 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah 
enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan 
pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan 
bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia.Jangka 
waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui 
tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan 
dirinya. 
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d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan 
dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan 
kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan 
sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada 
juga yang disebut dengan “delik commissionis permissionem commisa”. 
Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada 
anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 
Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada 
beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh Prasetyo, 2010:60) 
diantara lain: 
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak pidana 
yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta 
rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah. 
b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
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c. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, 
penganiayaan berat. 
d. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, misalnya 
pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut 
diketahui. 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
kepala negara dan sebagainya. 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakuakn oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai 
negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam 
pasal KUHP. 
 
C. Kesalahan 
 
Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya 
Undang-Undang  serta  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  setiap  orang 
yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat 
menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu 
peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang 
perbuatan yang telah dilakukannya. 
Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk 
menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat di 
persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatanya. 
Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu: 
1. Pembuat harus melawan hukum, 
2. Harus ada kesalahan 
Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: 
a. Sengaja (dolus) 
b. Kelalaian (culpa) 
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Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas 
beberapa macam, antara lain: 
1. Kesengajaan (Dolus) 
 
a. Pengertian Kesengajaan (Dolus) 
 
Rusli Effendy (1989:80), menuliskan dolus atau sengaja menurut 
Memorie Van Teolichting (Risalah penjelasan Undang- Undang) berarti si 
Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus 
mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu 
tindakan berserta akibatnya). 
Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di 
belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. 
Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: 
1. Teori membayangkan (Voortellings theory) dari Frank, 
mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, 
sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 
2. Teori kemauan (wills theory) dari Von Hippel dan Simons 
mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang 
dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. 
Jonkers (Rusli Effendy 1989:80) sebagai penganut teori kemauan 
mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak 
tetapi kemauan. 
Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu: 
1. Adanya perangsang 
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2. Adanya kehendak, 
3. Adanya tindakan 
b. Bentuk-Bentuk Kesengajaan (Dolus) 
 
Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan seengaja 
dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oggmerk) 
Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatanya dan akibat 
itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata 
lain banhwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai 
dengan maksud orangnya. 
2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan 
(opzet bij zekerheis of noodzakelijkheids bewestzijn) 
Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan 
atau akibat perbuatanya. Misalnya A hendak membunuh B 
yang berada di balik kaca jendela.  Sebelum peluru 
mengenai si B terlebih dahulu A dapat memastikan bahwa 
peluru akan menghancurkan kaca, walaupun sesungguhnya 
kehancuran kaca tersebut tidak menjadi maksud A, akan 
tetapi seandainya tidak terlebih dahulu merusak kaca, maka 
A tidak mungkin dapat membunuh B. 
3) Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus 
Eventualis) 
Dalam KUH Pidana, sendiri dolus atau sengaja tidak 
merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja. Jadi 
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tentang penfsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada 
perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain 
(medespeler) dan penonton (toeschouwers). 
2. Culpa 
a. Pengertian Kelalaian (culpa) 
Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kelalaian” atau 
“kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: schuld, 
onachtzaamhid, emstige raden heef om te vermoeden, redelijkerwijs 
moetvermoeden, moest verwachten, dan di dalam ilmu pengetahuan 
dipakai istilah culpa. 
Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi 
maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si 
pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: 
kurang berhati-hati sehinga akibat yang tidak disengaja terjadi 
Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam Memory 
van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan 
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana   dalam   pengajuan   
Rancangan   itu   terdapat   penjelasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan “kelalaian” adalah: 
1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan 
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan 
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari 
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Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah 
ditafsirkan sebagai “een tekortaan voorzienigheid” atau “een manco aan 
voorzichtigheid” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat  jauh  
kedepan  tentang  kemungkinan  timbulnya  akibat- akibat” atau “suatu 
kekurangan akan sikap berhati-hati” 
Menurut E.Y.Kanter,at. All (1982:92) mendefinisikan culpa sebagai 
berikut : 
Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu 
bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya 
dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, 
suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam 
kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku 
dapat memperkenalkan sebelumnya. 
Arti kata Culpa (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 42) 
Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 
mempunyai arti tekhnis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku 
tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu  
kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 
 
b. Jenis-Jenis Culpa 
Culpa dibedakan menjadikan culpa levissima dan culpa lata. Culpa 
levissima atau lichtste schuld, artinya adalah kealpaan yang ringan, 
sedangkan culpa late atau merkelijke schuld grove schuld artinya adalah 
kealpaan berat. Tentang  adanya culpa levissima para ahli menyatakan 
dijumpai di  dalam  jenis  kejahatan,  oleh karena sifatnya yang ringan, 
akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUH Pidana, 
sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh Undang-Undang 
tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa 
lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. 
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Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama 
dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempuanyai arti 
lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUH Pidana tidak 
memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para 
ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos 
(Bambang Poernomo, 1992:174) dinyatakan bahwa culpa mempunyai 
dua elemen yaitu: 
1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si 
pembuat (voorzien-baarheid); 
2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang 
diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzictigheid). 
Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan 
penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya 
hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu 
dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang 
dilarang. 
Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang 
diperbuat itu, oleh Vos (Bambang Poernomo, 1992:175), diadakan 
perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu: 
a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang 
semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan 
bensin dekat dapur); 
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b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi 
perbuatanya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang 
membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh 
terjadi juga kebakaran). 
 
Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat 
perhatianya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, 
bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin 
terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat 
yang kedua dari culpa ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan 
untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak 
mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di 
atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling 
dekat dengan culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya 
harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan 
penghati-hati dari terdakwa. 
Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang 
pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-
hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut 
yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan 
tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan,   karena hal 
itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat 
dengan culpa, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. 
Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih 
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penting guna menentukan adanya culpa, karena barang siapa melakukan 
perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia 
juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang 
tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam 
praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat 
tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadaka penduga-duga, 
sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak 
mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan 
penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa. 
Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati 
sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan 
pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin 
yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati 
yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan 
sesuatu pekerjaan sangat berhati- hati, ada juga yang tidak berhati-hati, 
ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-
ugalan. 
Menurut Memorie van Toelichting atau risalah penjelasan Undang-
Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Rusli Effendy 
(1989:85) Jurisprudensi menginterprestasikan culpa sebagai ”kurang 
mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati”. 
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D. Ketentuan Pidana Delik Kealpaan yang Menyebabkan Matinya 
Orang Lain  
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian 
Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan 
korbanya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang 
Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 
Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan dan/atau enda paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 
korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 
(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
2. Unsur Delik karena Kelalaian yang Menyebabkan Matinya 
Orang Lain  
Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun. 
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas 
yaitu : 
a. Barang siapa  
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk 
menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang 
telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki 
kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada 
keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan 
dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana 
ditafsirkan sebagai keadaan sadar. 
b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan) 
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah 
merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh 
terdakwa (orang yang berbuat). 
c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain 
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya 
menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk 
melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan 
akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat 
mutlak dalam delik ini adalah akibat. 
 
Menurut Adami Chazawi (2002 : 125), mengemukakan bahwa: 
Kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur 
perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 
338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah 
terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati 
(culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah 
kesengajaan. 
 
 
E. Putusan 
1. Pengertian putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya.Dalam sistem peradilan pidana 
modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri. 
Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan 
sebagai : 
“Pernyataan hakim ang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini.  
 
 
2. Jenis-jenis putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu : 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan 
Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat 
berupa : 
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
30 
kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenhi ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkanmateri hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat 
berupa : 
1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, 
lazim disebut dengan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan 
bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” 
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Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud 
dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti 
menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
yaitu: 
“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum. 
 
Apabila dikonsulsikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap 
pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana 
2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar 
3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
 
32 
c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 
193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan 
menjatuhka pidana” 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. 
Menurut Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa: 
Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum/dictum putusan hakim. 
 
Menurut Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan 
yuridis adalah pertimbagngan hakim yang didasarkan pada fakta-
fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal 
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dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-
yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa. 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan 
posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan 
pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang 
mengemukakan bahwa:  
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
 
Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-
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tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009: 
200) mengemukan bahwa: 
Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (nomatif). 
 
Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa: 
Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara 
yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan 
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
 
Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa: 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara 
lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
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BAB III 
METODE DAN LOKASI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi. Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama 
(responden) pada lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-
sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga 
literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
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1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal 
dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Delik 
Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan No. 513/Pid.B/2013/ 
PN.Makassar 
1. Posisi Kasus 
Pada awalnya terdakwa FREDI IWAN pada hari Minggu tanggal 20 
Januari 2013 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu 
dalam bulan januari tahun 2013, bertempat dijalan Perintis Kemerdekaan 
km 12-13 depan karaoke Inul Vizta atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
yang melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan NIKODEMUS 
KARETH meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu 
ketika FREDI IWAN mengendarai mobil bus Mercedes Benz P.O Litha & 
Co No. Pol DD 7928 AZ bergerak dari arah timur ke barata di Jl. Perintis 
Kemerdekaan Makassar dengan tujuan kantor perwakilan di Jl. Urip 
Sumiharjo dan saat di depan pintu 1 Unhas atau depan SPBU saat itu 
jalan lurus dalam keadaan sepi karena masih subuh, terdakwa saat itu 
mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 70 km/jam 
kemudian di depan mobil bus terdakwa saat itu mengemudikan sekitar 20 
meter ada orang berjalan kaki disebelah kiri kemudian ketengah jalan 
sehingga nyaris ditabrak oleh sepeda motor karena korban langsung 
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menghindar dengan cara melompat ke belakang namun mobil bus yang 
dikemudikan terdakwa tidak memperlambat laju kendaraannya dan 
terlambat melakukan pengereman sehingga korban yakni NIKODEMUS 
KARETH tertabrak oleh bus Litha yang saat itu berada tidak jauh dari 
posisi dimana terdakwa menghindari motor dan mengenai bagian depan 
mobil dan korban terlempar kedepan sejauh kurang lebih 8 (delapan) 
meter terbentur di aspal dalam keadaan telungkup, kemudan berhenti di 
sebelah kanan. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana karena 
kelalaiannya menyebabkan matinya orang dilakukan oleh terdakwa FREDI 
IWAN yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
Pada awalnya terdakwa FREDI IWAN pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2013, bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan km 12-13 depan karaoke Inul 
Vizta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang 
melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan 
NIKODEMUS KARETH meninggal dunia. Awal mula kejadian 
tersebut pada waktu ketika FREDI IWAN mengendarai mobil 
bus Mercedes Benz P.O Litha & Co No. Pol DD 7928 AZ 
bergerak dari arah timur ke barata di Jl. Perintis Kemerdekaan 
Makassar dengan tujuan kantor perwakilan di Jl. Urip Sumiharjo 
dan saat di depan pintu 1 Unhas atau depan SPBU saat itu 
jalan lurus dalam keadaan sepi karena masih subuh, terdakwa 
saat itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 
70 km/jam kemudian di depan mobil bus terdakwa saat itu 
mengemudikan sekitar 20 meter ada orang berjalan kaki 
disebelah kiri kemudian ketengah jalan sehingga nyaris 
ditabrak oleh sepeda motor karena korban langsung 
menghindar dengan cara melompat ke belakang namun mobil 
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bus yang dikemudikan terdakwa tidak memperlambat laju 
kendaraannya dan terlambat melakukan pengereman sehingga 
korban yakni NIKODEMUS KARETH tertabrak oleh bus Litha 
yang saat itu berada tidak jauh dari posisi dimana terdakwa 
menghindari motor dan mengenai bagian depan mobil dan 
korban terlempar kedepan sejauh kurang lebih 8 (delapan) 
meter terbentur di aspal dalam keadaan telungkup, kemudan 
berhenti di sebelah kanan. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang 
bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu: 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1. Andi Iksan 
Dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada 
pokoknya : 
 Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan km 
12-13 depan karaoke inul vizta makassar sekitar jam 
05.30 wita dimana bus Litha & Co menabrak seorang 
pejalan kaki 
 Bahwa saksi selaku kernek mulai dari makale menuju 
makassar dan pada saat sampai di Makassar tepatnya 
depan pintu 1 Unhas sekitar 20 meter ada seorang 
pejalan kaki dan sat itu kecepatan mobil sekitar 70-80 
km/jam. 
 Bahwa saksi memperingatkan ke terdakwa dengan 
mengatakan awas ada orang tersebut hampir ditabrak 
oleh sepeda motor namun menghindar dengan cara 
melompat ke belakang dan tepat di depan mobil bus 
 Bahwa terdakwa sempat melakukan pengereman namun 
karena bus melaju dengan kecepatan 70-80 km/jam dan 
sat jarak dengan korban sudah dekat sehingga bus tetap 
menabrak korban 
 Bahwa korban terlempar ke depan sekitar delapan meter 
dan terbentur ke aspal 
 Bahwa sopir mau turun untuk menolong korban namun 
saya larang dan langsung menuju perwakilan dan 
melapor ke SPN Batua 
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2. Musafir 
Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : 
 Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan km 
12-13 depan karaoke inul vizta makassar sekitar jam 
05.30 wita dimana bus Litha & Co menabrak seorang 
pejalan kaki 
 Bahwa saksi tidak melihat mobil yang menabrak karena 
terhalang mesin genzet dan hanya melihat seorang laki-
laki yang gemuk tertelungkup di aspal 
 Bahwa saksi menuju ke TKP dan melihat bus warna 
putih jalan lewat kearah barat 
 Bahwa saksi mendengar suara benturan yang keras 
 
3. Ansar 
Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : 
 Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan km 
12-13 depan karaoke inul vizta makassar sekitar jam 
05.30 wita dimana bus Litha & Co menabrak seorang 
pejalan kaki 
 Bahwa sat kejadian saksi berada dalam halaman parkir 
karaoke Inul Vizta dan menghadap ke jalan 
 Bahwa saksi mendengar suara benturan yang keras di 
depan dan saksi langsung menuju arah benturan dan 
melihat bus warna putih sudah berhenti di tengah jalan 
dekat pembatas jalan dan di depan mobil tersebut saksi 
melihat seorang laki-laki gemuk jatuh terlempar kea rah 
barat tertelungkup di aspal 
 Bahwa saksi melihat korban sudah mengeluarkan 
banyak darah 
 
b. Alat Bukti Surat 
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 
 Visum Et Repertum dari RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
tanggal 20 Januari 2013 atas nama NIKODEMOS KARETH 
 Surat keterangan kematian dari RSUP. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo tanggal 20 Januari 2013 atas nama 
NIKODEMOS KARETH 
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c. Petunjuk 
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud 
dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainya maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu 
tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa 
petunjuk hanya diperoleh dari : 
- Keterangan saksi-saksi 
- Surat 
- Keterangan Terdakwa 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di 
dapat suatu petunjuk bahwa terdakwa FREDI IWAN telah menabrak 
korban pada saat korban sedang menyebrang jalan sehingga korban 
yakni NIKODEMOS KARETH pada saat itu atau tidak lama kemudian 
meninggal dunia akibat benturan keras sebagaimana visum et repertum 
yang terlampir dalam berkas perkara 
 
d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa FREDI IWAN didepan persidangan menerangkan pada 
pokoknya : 
 Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 
20 Januari 2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan km 12-13 depan 
karaoke inul vizta makassar sekitar jam 05.30 wita dimana bus 
Litha & Co menabrak seorang pejalan kaki 
 Bahwa terdakwa sudah biasa mengemudikan mobi bus dan 
mempunyai SIM B II Umum 
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 Bahwa bus Litha dengan DD 9728 AZ yang menabrak 
bergerak dari arah timur ke barat sedangkan korban bergerak 
dari arah selatan ka utara menyebrang Jl. Perintis 
Kemerdekaan tepatnya depan Karaoke Inul vizta 
 Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan 
kecepatan 70-80 km/jam dengan menggunakan perseling 4 
 Bahwa depan karaoke inul vizta terdakwa melihat pejalan kaki 
menyebrang jalan dan hampir ditabrak oleh pengendara motor 
 Bahwa korban menghindar dengan cara melompat 
kebelakang dan mengenai depan mobil 
 Bahwa korban terlempar kedepan sekitar delapan meter 
dengan posisi tertelungkup ke aspal 
 Bahwa terdakwa langsung menuju perwakilan Litha & Co dan 
melapor ke SPN Batua 
 Bahwa terdakwa sempat berhenti untuk membantu korban 
namun karena takut terdakwa langsung menuju ke perwakilan 
 
e. Barang bukti 
Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan : 
1. 1(satu) unit mobil bus Mercedes Benz Litha & Co No. Polisi 
DD 9728 AZ 
2. 1(unit) lembar STNK mobil bus Mercedes Benz Litha & Co No. 
Polisi DD 9728 AZ 
3. 1(unit) lembar SIM B II umum an. FREDI IWAN 
 
Kesimpulan : 
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
tahun 2009 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 
perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
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Makassar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan 
putusannya terhadap  terdakwa sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa FREDI IWAN terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 
310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara 
selama 7(tujuh) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1(satu) unit mobil bus Mercedes Benz Litha & Co No. 
Polisi DD 9728 AZ 
 1(unit) lembar STNK mobil bus Mercedes Benz Litha & Co 
No. Polisi DD 9728 AZ 
 1(unit) lembar SIM B II umum an. FREDI IWAN 
Dikembalikan kepada terdakwa; 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Majelis Hakim 
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa 
yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih 
dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 
310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut : 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
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Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut : 
Ad.1. Unsur Setiap Orang; 
Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah siapa 
saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana 
dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
 
Menimbang bahwa terdakwa FREDI IWAN yang dihadapkan 
dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah FREDI IWAN 
sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut : 
Pada awalnya terdakwa FREDI IWAN pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya 
pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2013, bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan km 12-13 depan karaoke Inul 
Vizta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang 
melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan 
NIKODEMUS KARETH (korban) meninggal dunia. Awal mula 
kejadian tersebut pada waktu ketika FREDI IWAN mengendarai 
mobil bus Mercedes Benz P.O Litha & Co No. Pol DD 7928 AZ 
bergerak dari arah timur ke barata di Jl. Perintis Kemerdekaan 
Makassar dengan tujuan kantor perwakilan di Jl. Urip Sumiharjo 
dan saat di depan pintu 1 Unhas atau depan SPBU saat itu 
jalan lurus dalam keadaan sepi karena masih subuh, terdakwa 
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saat itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 
70 km/jam kemudian di depan mobil bus terdakwa saat itu 
mengemudikan sekitar 20 meter ada orang berjalan kaki 
disebelah kiri kemudian ketengah jalan sehingga nyaris 
ditabrak oleh sepeda motor karena korban langsung 
menghindar dengan cara melompat ke belakang namun mobil 
bus yang dikemudikan terdakwa tidak memperlambat laju 
kendaraannya dan terlambat melakukan pengereman sehingga 
korban yakni NIKODEMUS KARETH tertabrak oleh bus Litha 
yang saat itu berada tidak jauh dari posisi dimana terdakwa 
menghindari motor dan mengenai bagian depan mobil dan 
korban terlempar kedepan sejauh kurang lebih 8 (delapan) 
meter terbentur di aspal dalam keadaan telungkup, kemudan 
berhenti di sebelah kanan. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut Hukum. 
 
Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah : 
- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa; 
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-
hati atau lalainya terdakwa; 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya 
korban sebagai beriut : 
- Bahwa akibat dari kecelakaan lau lintas tersebut pejalan kaki 
Sdr. NICODEMOS KARETH mengalami cedera / luka pada 
bagian kepala remuk, keluar darah dari mulut dan hidung, 
meninggal dunia di TKP dan diantar ke RSUP Wahidin 
Sudirohusodo Makassar; 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 
terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 
Lalu Lintas”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta 
rasa keadilan; 
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Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain 
- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain 
meninggal dunia; 
 
Hal-hal yang meringankan : 
 
- Terdakwa sopan dalam persidangan 
- Mengakui dan menyesali perbuatannya 
- Keluaga koraban sudah memaafkan terdakwa 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-
undangan yang berlaku. 
 
5. Komentar Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam 
surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum 
pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat 
dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan 
persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, 
termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah 
keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang 
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan 
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delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan adalah sebagai berikut : 
- Setiap orang; 
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya; 
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara 
dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Andi 
Astara, S.H. (wawancara tanggal 25 September 2014)  yang pada saat itu 
sebagai Hakim Anggota yang memutus perkara tersebut menjelaskan 
bahwa : 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena 
unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana 
diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.  
  
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 513/Pid.B/2013/PN.MKS adalah 
menurut Andi Astara, S.H. (wawancara tanggal 25 September 2014) yang 
menyatakan bahwa: 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi 
dapat pula disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya kecelakaan 
tersebut terjadi karena kelalaian terdakwa, oleh karena 
pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutus perkara 
tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan dalam 
pasal yang dilanggar. 
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Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, 
peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang 
terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi 
terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan 
konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan 
pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu 
pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 
martabat manusia. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Delik Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan No. 513/Pid.B/2013/ 
PN.MKS 
1. Pertimbangan Hakim 
Perkara No. 513/Pid.B/2013/PN.MKS dalam hal ini terdakwa 
diajukan ke persidangan berdasarka surat dakwaan yang diajukan oleh 
penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana 
tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan 
dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan 
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dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan 
menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut : 
Ad.1. Unsur Setiap Orang; 
Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah 
siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
 
Menimbang bahwa terdakwa FREDI IWAN yang dihadapkan 
dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang 
membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah FREDI 
IWAN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut : 
Pada awalnya terdakwa FREDI IWAN pada hari Minggu 
tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya 
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pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2013, bertempat 
dijalan Perintis Kemerdekaan km 12-13 depan karaoke Inul Vizta 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan 
kelalaian lalu lintas yang menyebabkan NIKODEMUS KARETH 
(korban) meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu 
ketika FREDI IWAN mengendarai mobil bus Mercedes Benz P.O 
Litha & Co No. Pol DD 7928 AZ bergerak dari arah timur ke barata 
di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar dengan tujuan kantor 
perwakilan di Jl. Urip Sumiharjo dan saat di depan pintu 1 Unhas 
atau depan SPBU saat itu jalan lurus dalam keadaan sepi karena 
masih subuh, terdakwa saat itu mengemudikan kendaraan dengan 
kecepatan sekitar 70 km/jam kemudian di depan mobil bus 
terdakwa saat itu mengemudikan sekitar 20 meter ada orang 
berjalan kaki disebelah kiri kemudian ketengah jalan sehingga 
nyaris ditabrak oleh sepeda motor karena korban langsung 
menghindar dengan cara melompat ke belakang namun mobil bus 
yang dikemudikan terdakwa tidak memperlambat laju 
kendaraannya dan terlambat melakukan pengereman sehingga 
korban yakni NIKODEMUS KARETH tertabrak oleh bus Litha yang 
saat itu berada tidak jauh dari posisi dimana terdakwa menghindari 
motor dan mengenai bagian depan mobil dan korban terlempar 
kedepan sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter terbentur di aspal 
dalam keadaan telungkup, kemudan berhenti di sebelah kanan. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum. 
 
Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah : 
- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh 
terdakwa; 
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-
hati atau lalainya terdakwa; 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan 
meninggalnya korban sebagai beriut : 
- Bahwa akibat dari kecelakaan lau lintas tersebut pejalan kaki 
Sdr. NICODEMOS KARETH mengalami cedera / luka pada 
bagian kepala remuk, keluar darah dari mulut dan hidung, 
meninggal dunia di TKP dan diantar ke RSUP Wahidin 
Sudirohusodo Makassar; 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 
310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 
terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 
Lalu Lintas”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain 
- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal 
dunia; 
 
Hal-hal yang meringankan : 
 
- Terdakwa sopan dalam persidangan 
- Mengakui dan menyesali perbuatannya 
- Keluaga koraban sudah memaafkan terdakwa 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam 
mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan 
apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan 
menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat 
(4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu 
menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut. 
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang 
didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus 
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testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap 
unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi 
sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 
telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk 
dan keterangan terdakwa. 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah 
terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk 
menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara 
tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sesuai 
wawancara penulis teerhadap hakim yang memutus perkara tersebut, H. 
Muh. Anshar Madjid (wawancara tanggal 9 Mei 2014) mengatakan bahwa 
dalam memutus perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana 
pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau 
kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak 
pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan 
ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai 
terkhusus untuk kepentingan umum. 
Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus 
suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa 
dengan memberikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 
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Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal 
yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya 
dapat membebaskan terdakwa dari tahanan. 
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan 
yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam amar putusan 
Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara No. 513/Pid.B/2013/PN.MKS 
2. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah dan memutus : 
1. Menyatakan Terdakwa FREDI IWAN terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 
menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 
310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara 
selama 7(tujuh) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1(satu) unit mobil bus Mercedes Benz Litha & Co No. 
Polisi DD 9728 AZ 
 1(unit) lembar STNK mobil bus Mercedes Benz Litha & Co 
No. Polisi DD 9728 AZ 
 1(unit) lembar SIM B II umum an. FREDI IWAN 
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Dikembalikan kepada terdakwa; 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) 
yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan 
di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan 
sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut 
dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut 
undang-undang yang bersifat negatif. 
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem 
pembuktian terbalik Lamintang (2010:408-409)  karena : 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan 
tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya 
alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum 
dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi 
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seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya 
alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan 
hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak 
pidana tersebut. 
 
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung 
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya. 
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau 
kesalahan menurut Moeljatno (1983:6) hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) 
syarat yaitu :  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggung jawabkan dari si pembuat; 
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2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap 
psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya 
yaitu :  
a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat.  
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat 
membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan 
kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 
baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan 
yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana 
yang diperbolehkan dan mana yang tidak.  
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang 
tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 
buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan 
tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 
karena cacat, tidak dipidana”. 
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum. 
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Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya 
dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). 
Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin 
(2000:93) kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :  
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada 
pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan 
hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang 
bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar 
menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok 
alasan diadakannya ancaman hukuman ini.  
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. 
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 
dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan 
mengikuti perbuatan itu.  
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. 
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka 
akan akibat itu. 
 
Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari 
kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas 
perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam 
Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena 
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau kurangan paling lama satu tahun.” 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi 
pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. 
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Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar 
pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, 
sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya tidak dapat disebut sebagai 
pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus 
berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun 
si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu 
dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah 
jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP. 
Dalam putusan No. 513/Pid.B./2013/PN.MKS. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti 
yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang 
diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, 
barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu 
kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, 
dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, 
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pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat 
dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-
hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah 
menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi 
keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan 
dalam persidangan; 
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah 
menjalani proses pidana dapat kembali ke jalan yang benar; 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka 
Penulis berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam Putusan No. 513/Pid.B/2013/PN.MKS, Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 
310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 359 
KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan 
pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah 
dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara 
perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut 
hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut 
sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 
2. Dalam Putusan No. 513/Pid.B./2013/PN.MKS. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis 
sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua 
alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, 
alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, 
barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan 
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terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim 
berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada 
pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan 
perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya 
alasan penghapusan pidana. 
 
B. Saran 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar 
bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain 
itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang 
hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, 
melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam 
menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang 
didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada 
dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
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Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang 
timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul 
tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat 
atau tidak dapat dipidana. 
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